
 

 

 

 

 

 

 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 04 TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang:   a. 

 

 

bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) huruf p Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan yang salah satunya 

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Gubernur 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Kalimantan Selatan; 

Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia       Nomor 1106); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

 

 

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756); 

  10. Undang-Undang  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843); 

  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234); 

  14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan           

Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100            

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara                   
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

  19. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  22. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

  24. Peraturan Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

 

 

 25. 

 

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12        
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 199); 

  27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan   
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia      
Tahun 2011 Nomor 310); 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

  30. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; 
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 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2007 Nomor 13); 

  33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4); 

  34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

  35. 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092      

Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan       
Tahun 2015 Nomor 95); 

  36. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063          

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2014       Nomor 63); 

  37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064       

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014        

Nomor 64); 

  38. 

 

 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072       
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2016 Nomor 72);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:   PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
KEWENANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1.   Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3.    Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

5.   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  adalah Dinas 
Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

6.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu  Provinsi Kalimantan Selatan. 

7.   Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah  atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk 
melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

8.  Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah 

dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan sah atau 
diperbolehkannya orang perorangan atau badan hukum untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 

9.   Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas                           
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah yang memilki kewenangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

10. Pelayanan Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan, 

dukungan dan/atau keterangan untuk melakukan kegiatan tertentu yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

11. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur, dengan menganut  
prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan kepastian 

biaya, waktu serta kejelasan prosedur. 
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12. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya 
membidangi urusan berkenaan dengan perizinan dan nonperizinan. 

13. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau 
tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

14. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah 
kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara 
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 

15. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

BAB II 

KEWENANGAN  

Pasal 2 

(1)   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang 

melakukan pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan 
dokumen perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah 

berdasarkan kewenangan didelegasikan oleh Gubernur. 

(2) Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 3 

(1)  Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu  berhak memungut 

pembayaran dari setiap izin yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2)   Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi target dan 
realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan. 

(3)   Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara 

Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 
 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala 

Dinas  berkewajiban untuk: 

a.   memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik; 

b.   menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan 

sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

c.   menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan; 
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d.   menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan 
nonperizinan yang dikeluarkan; dan 

e.   menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan 

kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya. 

 

Pasal 5 

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam        

Pasal 4, berkoordinasi dengan instansi terkait. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

 
Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan 

dilakukan oleh instansi terkait yang bersangkutan. 

 
BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Terhadap Keputusan Gubernur tentang Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas 

Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  dikecualikan dari ketentuan 

dalam Peraturan Gubernur Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pasal 8 

Proses penyusunan, penyempurnaan, penetapan, penomoran, autentifikasi, 
pencetakan, pendokumentasian, penggandaan, dan penyebarluasan Keputusan 
Gubernur tentang Perizinan dan Nonperizinan, dikelola oleh Dinas Penanaman 

Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Kalimantan Selatan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal  9 

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kewenangan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 76), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal  10 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

           Ditetapkan di Banjarmasin 
           pada tanggal  6 Januari 2017 
  

       GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

 
                                                       ttd 

 

H. SAHBIRIN NOOR 
 
 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 6 Januari 2017 

 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 

 
ttd 

 
H. ABDUL HARRIS 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2017 NOMOR 4  

 

 

 

 

 


